
BUPATI TAPIN
PROVINSI I{ALIMAI{TAIT SELITTAN

PERATI'RAN DATRAII KABUPATBN T.APIN
NOMOR 10 TAIIUIY- 2015

TEIYTANG

PERTAITGGUITq'AWABAIT PEI,AIGAITAAIT
AIT(X}ARAN PENDAPATAIT DAN BELIINJA DAERAII

TAIIUN AIY(rcARAIY 2OT4

DENGAIT RAHMAT TUHAIT YAITG MAIIA TSA

BUPATI TAPIN,

Menimbang i a. balrwa untuk melaksanakal ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32O ayat
(1) dan ayat (4) Undang-Undang Nornor 23
Tatrun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua Atas
lndang-Undang Nomor 23 Tatmn 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah
menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kepada Dewan Penvakilan Rqtlyat Daerah
dengan dilampiri laporan keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan
paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun
€rnggarErn berakhir, unhrk dilakukan

Mengingat : 1.

pembahasan bersama Kepala Daerah dengan
Dewan Penrakilan Rakyat Daerah guna
mendapatkan persetujuan bersama;

bahwa berdasarkan pertimbangan seba gaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2Ol4;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun L945;

IJndang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 27561;

b.

2.
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3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1-999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
dari Kompsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun l99g Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentqng
Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a355h

6. Undang-Undang Nornor l5 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggqngjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tabun 2OO4 Nornor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor
aaool;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4a2\;

Undalg-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
hrsat dan Pemerintahan Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aa34;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor
13O, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomgl _50a9) ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlI tentang
Pembentukan Peraturan Pemndang-ugrdangan
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
20ll Nomor 82, Tanbahan Lernbaran Negara
Republik lndonesia Nomor 523a1;

4.

5.

7.

8.

9.

10.
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11. Undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2AL4 Nornor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang
Pembahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerinta.tran Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tarnbah,an Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 56791;

Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 56OU;

Peraturan Pernerintah Nornor ?4 Tahun 2OO4
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
44L6), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2OOZ tentang Pembahan Ketiga Atas
Perattrran Pemerintah Nomor 24 Ta}lurr 2OO4
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOT Nomor 47, Tambatran
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
a7 t2l;

Perattrran Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambatran kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telah diubatr dengan P.erattrran
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OL2 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2OOS tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umrrm (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor l7I,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 53aO);

12.

13.

t4.
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15. Perahrran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a575);

Peraturan PemerinGh Nomor 56 Tahun 20O5
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2OlO tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OLO Nomor 110, Tambahan LembaraR Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemer-intah Nomor 58 Tahun 20O5
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a5781;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Pen5rusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 15O,
Tambatran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembara:l Negara
Republik Indonesia Nomor a593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kineda
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a6lfl;

Peratrrran Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OOT Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aft8l:'

16.

17.
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20.
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24.

25.

22.

23.

26.

27.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 20 fO
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OlO Nomor 123, Tambatran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Perattrran Pemerintah, Nornor 3O Tatrun ZOLL
tentang Pinjaman Daerah (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 52191;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2OL2
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tatrun 2OL2 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 52721;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2A74
tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2Ol4 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peratrrran Presiden Nomor 1 Tahun 2OO7
tentang Pengesahan, Pengundangan dan
Penyebarluasan Peraturan ' Perundang-
undangan;

Perattrran Presiden Nomor 54 Tahun 2OlO
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintatr,
sebagaimana t€lah diubah beberapa kali,
teraktrir dengan Peraturan Presiden Nomor 4
Tahun 2OLS tentang Pembahan Keempat Atas
Peratrrran Presiden Nomor 54 Tahun 2O1O
tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

Perattrran Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tatrun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan
Keuangen Daeratr sebagaimana telah diubatr
beberapa kali, teraktrir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Pembatran Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6
tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan
Daerah;

28.

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
Tahun 2OO7 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Mitik Daerah;
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31.

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61

32.

Tahun 2OOT tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah;

Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13
Tahun 24rc tentang Pedoman Pelaksanaan
Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

Peraturan Menteri,' Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 20ll tentang Pedoman Pemberian Hibah
dafr Bq4hrarr Sosial yang Bersumbel dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2Ol2
tentang Pembahan atas Peraturan Merrteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2Oll tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2OL3 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akual Pada
Pemerintah Daerah;

Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 1

Tahun 2OL4 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

Peraturan Daerah 'Kabupaten Tapin Nomor 04
Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Tapin;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin, sebagaimana telah diubatr beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tapin Nomor 01 Tatrun 2OL4 tentang
Pembahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tapin Nomor OS Tahun ?OO8
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor O 1

Tahun 2Ol2 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Tapin;

33.

34.

35.

36.

6

37.



38.

39.

40.

44.

Peraturan Daerah Kabupalen Tapin Nomor 12
Tahun 2Ol2 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02
Tahun 2OL3 tentang Pem.bentukan Organisasi
dan Tata Keda Sekretariat Dewan Pengurus
Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten
Tapin; '1

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03
Tahun 2013 tentang Pembentr.rkan Organisasi
dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamon$ Praja
Kabrrpaten Tapin;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 22
Tahun 2Ol3 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2074;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Layanan Pengadaan
Bara.lrrgl Jasa Pemerintah Kabupaten Tapin;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11
Tahun 2OL4 tentang Perubahan Anggaran
Pcndapatan dan Belanja Daerah d,nggaran
2014;

Peratr.r.ran Br,rpati Tapin Nornor 25 Tahr-r.n 2OLl
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan
dan Penatausatraan, Pertanggungiawaban dan
Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaimarra telah diubah dengan Peraturan
Bupati Tapin Nomor 26 Tahun 2074 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor
25 Tahun 2OlL tentang Tata Cara
PenganggErr€u1, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungiawaban dan
Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersumber da-ri
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2072
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2OL4
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tapin;

4t.
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D9+gan PersehrJuan Bersama

DEWAN PERWAIIILI\IT RAITTAT DAERAII KABI'PATEN TAPIN

dan

BT'PATI TAPIil

MEIIUTUSI(AN i

Menetapkan : PERATURAII DAERAII TEIITAIIG PERTAIIGGIIIIG'
JAtrIABAN PELAKSAITAAIT ANGGARAN
PENDAPATAIT DAIII BELITNJA DAERAH TAIIUN
AIIEGARAII 2OI4.

BAB I
KETENTUAIT IIMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Ralqyat Daerah menunrt asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinslp otonomi seluas-luAs-nyq dale4 $iqtem dq4
Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur pen5relenggua
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Ralsyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin,
yq4g menrpakan lembaga perwakilan ralryat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

5. Bupati adalah Bupati T4pin,

6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daera-h Kabupaten Tapin-

8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah
tersgbut.

9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang
dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala
Daerah.
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10.

11.

t2.

13.

14,

15.

16.

t7.

18.

19.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan
Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan
ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan
yang dikelola ol,eh Pemerintah hrsat/Daerah yang
menggambarkan perbandingan antara anggaran dan relisasinya
dalam dalam satu periode pelaporan.

Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintatr Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan daerah.

Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan daerah*

Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara
Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

Defsit A4gg4qan DaErah adalah seliSih kurang antara
Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun
pada tahun-tahun rulggaran berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, selanjutnya disingkat SiLPA
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran
€mggaran selama satu periode anggaran.

Neraca adalah laporan yang menggarnbarkan posisi keuangan
suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas
pada tanggal tertentu.

Aset adalatr sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau
dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu
dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan
diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun
masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termastrk
sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan
jasa bagi masyarakat umum dan sumber--sumber daya yang
dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya
ekonomi pemerintah.

2t. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

22. Laporan Arus Kas adalah laporan yarg menyqiikan informasi
kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendariaan
dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan,
pengeltraran dan saldo akhir kas Pemerintah hrsat/Daerah
selama periode tertentu.

20.
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23. Catatan atas Laporan Keuangan adalah pejelasan naratif atau
rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi
anggaran, n€raca dan laporan arus kas.

BAB II
PERTAIYGGTINCIIAWABAIY

PELITKSANAAIT APBD

Pasal 2

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan
keuangan yang memuat :

a. laporan realisasi anggar€m;

b. neraca;

c. laporan arus kas; dan

d. catatan atas laporan keuangan-

(21 Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (t)
dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan
Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimanc, dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2Ol4 adalah sebagai berikut :

a. pendapatan

b. fslania
surplus/(defisit)

c. pembiayaan

- penerimaan

- pengeluaran

Rp. 937. 15 1. 136.9 L3,43

pembiayaan netto Rp. (4.235.543.085,62)

Pasal 4

Uraian laporan realise.si anggalan sebagaimanc. dimaksud dalam
Pasal 3 adalah sebagai berikut :

1. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp. 4.53 7.832.029,43 dengan rincian sebagai berikut :

a. Ernggaran pendapatan setelah Rp. 932.619.304.884,00
perubatran

b. realisasi Rp. 937. 151. 136.913,43
selisihlebih/(kurang) Rp.

Rp- 892.848.a9o-98!.53

Rp. 44.3O2.245,930,90

Rp.

Rp.

2.O32.356.9t4,38

6_267 9AO_0O0/00

l0

4.53 r .832 .O29 .43

511



2. selisih anggaran dengan realisasi bela4ia sejumlatr
Rp. (17 1.707 .7 10.419,47l. dengan rincian sebagai berikut :

selisih lebih/(kurang) Rp. (17L,7O7.710.419,471

3. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defrsit sejumlah
Rp. L76.239.542.448,90 dengan rincian sebagai befikut :

a. arLggaran belanja setelah
perubahan

b. realisasi

a. sulplus/deliSit getefah
perubahan

b. realisasi

selisih anggaran dengan realisasi
Rp. (136. t72.839.603,62) dengan

a. anggaran pembiayaan netto
setelah pembahan

b. realisasi

Rp. 1.064.556 .60 7.4O2,OO

Rp. 892.848.89O.982,53

Rp. (131.937.296.518,00)

Rp. 44.3O2.245.930,9O

Rp. 153.537.296.518,O0

Rp. 2.032.356.914,38

pembiayaan netto sejurnlah
rincian sebagai berikut :

Rp. 13t.937 .296.518,00

Rp. (4.235.543.O85,62)

Rp.2.296.7 83.47 7 .82O,7 O

Rp. L.312.457.101,OO

selisih lebih/(kurang) Rp. 176.239.542.448,90

4. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp. (151.504.939.603,62) dengan rincian sebagai
berikut :

a. anggaran penerimaan
pembiayaan setelah perubahan

b. realisasi
selisih lebih/(kurang) Rp. (151.504.939.603,62)

5. selisih anggaran dengan realigasi pengelgaran pembiayaan
sejumlatr Rp.(15.332. 1OO.OOO,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaranpengeluaran Rp. 21.600.0OO.OOO,OO
pembiayaan setelatr perubahan

b. realisasi Rp. 6.267.900.000,00
selisih lebih/(kurang) Rp. (15.332.100.000,00)

6.

selisih lebih/(kurang) Rp. (136. L72.839 ;603,62)

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per
31 Desember 2Ol4 adalah sebagai berikut :

a. jumlatr aset
b. jumlah kewajiban
c. jumlah ekuitas dana

11

Rp.2.295.47 I .O2O.7 19,7 O
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Pasal 6

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
2OL4 adalah sebagai berikut :

a. saldo awal kas per 1 Januari 2Ot4 Rp. 149.937.296.518,07

b. anrs kas bersih dari aktivitas operasi Rp. 292.237.232.696,22

c. arus kas bersih dari aktivitas investasi Rp.(255.027.774.49O,OO)
non keuangan

d. arls kas bersih dari aktivitas
pernbiaynan

e. arus kas bersih dari alrtivitas
non anggaran

f. saldo akhir kas
di Bendahara Pengeluaran

g. saldo akhir kas
di Bendahara Pe,u_e_urnAql

h. saldo akhir kas

Rp. 0,00

di Badan l"ayanan Umum Daerah

saldo akhir kas Dana Kapitasi/JKN Rp. 149.401.556,00

saldo akhir kas per 31 Desember 2OI4 Rp. 194.96O.639.6L2,97

Pasal 7

Catatan atas lapor,an keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2014 memuat inforrnasi
baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos keuangan.

Pasal 8

Pertanggungiawaban Pelaks-anaan APBD seb_agaimaa_a dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (l) tercantr,rm dalasr I arnpiran yang merupekan
bagran yang tidak terpisatrkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri
dari :

a. Lampiran I

Lampiran I.1

l-arnpiran7.2

Rp. (4.235.543.086,0O)

Rp, 6.928.898.OO4,85

Rp. 909.091,00

Rp. 4 .97 | . t28 ,41 3,00

Laporan Realisasi Anggaran;

Ringkasan I"aporan Realisasi Anggaran
Menurut Urusan Pernerintahan Daerah dan
Organisasi;

Rincian l"aporan Realisasi Anggaran Menurut
Urusan Pemerintahan Daeratr, Organisasi,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja
Daerah Menurut Urtrsan Pemerintatran Daerah,
Organisasi, Program dan Kegiatan;

Lampiran I.3

t2
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Lampirar.r I.4

Lampiran I.5

Lampiran I.6

Lampiran I.7

L,ampiran I.8

Lampiran I.9

Lampiran I.10

Lampiran I.11

Lampiran 1.12

b. Lampiran II

c. Lampiran III
d. Lampiran IV

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belaqia
Daerah Untuk Keselerasan dan Keterpaduan
Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Daftar Realisasi Penambahan dan Pengur€rngan
Aset Tetap Daerah;

Daftar Realisasi Penarrrbahan dan Pengurangan
Aset Lainnya;

Daftar Kegiatan-Kegiatan yalrtg Belum
Diselesaikan sampai dengan Akhir Tahun dan
Dianggarkan Kembdi Dalam Tahun Anggaran
Berilmtnya;

Daftar Dana Cadangan Daerah;

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;

Neraca;

I,aporan Arus Kas;

Catatan Atas l,aporan Keuangan.

Pasal 9 j

Lampiran Lapor.arr Keuar-rgan seb_agaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (21terdiri dari :

a. laporan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang
mempakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perahrran Daerah
ini; dan

b. ikhtisar laporan keuangan . Badan Usaha Milik
Daerah/Pemsahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran M yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

BAB III
I(EIENTUAT{ PENUTUP

Pasal 1O

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungiawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014 diatur dengan Peraturan Bupati.

13
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Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlal$t pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundaxgan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 14 Juli 2015

14 Juli 2OLs

I(ABT'PATEIT TAPIIY,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2OT5 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH I(ABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SEL,ATAN z (73120151

h'

Diundangkan di Rantau

l4


